
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur 

kehidupan masyarakat, menciptakan ketertiban, keadilan, serta memberikan sanksi 

bagi setiap pelanggaran yang terjadi terhadap norma yang berlaku.1 Sebagai alat 

pengendali sosial, hukum hadir untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 

individu, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota masyarakat bertindak sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati bersama. Di setiap negara, hukum memainkan 

peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial,  melindungi hak-hak individu, dan 

memberikan jaminan keamanan terhadap ancaman pelanggaran yang dapat merusak 

ketertiban umum.2 

Salah satu cabang penting dari hukum adalah hukum pidana.3 Hukum pidana 

adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 

oleh negara, jika dilanggar bisa dikenai sanksi pidana seperti penjara, denda, atau 

hukuman lain. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan 
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negara dari tindakan-tindakan yang merugikan atau melanggar norma yang telah 

ditetapkan oleh hukum.4 Hukum pidana memberikan ancaman sanksi bagi mereka yang 

melanggar hukum sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. 

Sanksi pidana yang diatur dalam hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada 

pelaku serta menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat secara umum.5 

Secara umum, hukum pidana terdiri dari dua unsur utama, yaitu tindak pidana 

dan pertanggungjawaban pidana.6 Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang 

dilarang oleh Undang-Undang, yang jika dilanggar, akan dikenakan sanksi. Sementara 

itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum. Dalam konteks ini, pelaku 

dianggap bertanggung jawab jika ia memiliki kapasitas untuk memahami dan 

mengendalikan tindakannya ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

Salah satu jenis tindak pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah 

pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.7 

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum di mana seseorang 

mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya. Tindak 
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pidana ini tidak hanya melanggar hak kepemilikan individu, tetapi juga menimbulkan 

kerugian materi bagi korban, serta menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat.8 

Sebagai delik yang memiliki dampak serius, pencurian dijatuhi hukuman yang cukup 

berat, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, tergantung pada tingkat 

keparahan tindak pidana tersebut. 

Penegak hukum dalam praktik, sering kali ditemukan kasus-kasus pencurian 

yang melibatkan pelaku dengan gangguan psikologis tertentu, yang menimbulkan 

tantangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satu gangguan 

mental yang sering dikaitkan dengan tindak pidana pencurian adalah kleptomania. 

Kleptomania merupakan gangguan mental yang ditandai dengan dorongan tak 

tertahankan untuk mencuri, meskipun barang yang dicuri tidak memiliki nilai materi 

bagi pelaku dan tidak didasari oleh motif ekonomi.9 Gangguan ini menimbulkan dilema 

bagi sistem hukum, karena meskipun pelaku kleptomania melakukan pencurian, 

tindakan tersebut tidak sepenuhnya didorong oleh niat jahat, melainkan oleh dorongan 

gangguan jiwa (psikologis) yang sulit dikendalikan. 

Kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap kleptomania 

menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam konteks 

pertanggungjawaban pidana.10 Dalam Pasal 44 ayat 1, untuk dapat dimintai 
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pertanggungjawaban, pelaku tindak pidana harus memiliki kesadaran dan kapasitas 

untuk memahami serta mengendalikan tindakannya. Namun, dalam kasus pelaku yang 

mengalami kleptomania, timbul pertanyaan apakah mereka benar-benar memiliki 

kesadaran penuh saat melakukan pencurian, ataukah dorongan gangguan jiwa 

(psikologis) tersebut menghilangkan kapasitas mereka untuk bertindak sesuai dengan 

hukum. 

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang yang 

melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa (psikologis) atau lemah akal 

dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, jika terbukti bahwa gangguan 

tersebut membuat pelaku tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya.11 

Dengan demikian, dalam kasus pelaku kleptomania, diperlukan analisis hukum yang 

mendalam dan pemeriksaan medis untuk menilai sejauh mana gangguan tersebut 

memengaruhi kesadaran dan kemampuan pelaku dalam bertindak. Jika terbukti bahwa 

kleptomania memengaruhi kesadaran pelaku, maka hukuman yang diberikan dapat 

dipertimbangkan untuk diringankan atau bahkan dihapuskan, tergantung pada tingkat 

keparahan gangguan mental yang dialami.12 

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian dalam kaitannya dengan 
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kleptomania adalah Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022, di mana 

terdakwa, seorang Taruna di Akademi Angkatan Laut, didakwa melakukan tindak 

pidana pencurian beberapa barang milik rekannya.13 Meskipun terdakwa mengakui 

perbuatannya dan menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum, hasil pemeriksaan 

psikiatris menunjukkan bahwa terdakwa mengalami kleptomania. Gangguan tersebut 

membuatnya kehilangan kendali atas dorongan untuk mencuri, meskipun ia tidak 

memerlukan barang-barang tersebut untuk keuntungan pribadi. 

Putusan Nomor 107-K / PM III-12 / AL / VIII / 2022 mengadili perkara yang 

melibatkan Novyan Nathanael Siahaan, seorang Sersan Taruna di Akademi Angkatan 

Laut (AAL). Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan 

mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, yang dianggap sebagai 

pelanggaran berat atau dosa besar menurut norma yang berlaku di lingkungan Taruna 

AAL. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa terdakwa mengakui perbuatannya 

dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Ia 

menyimpan barang-barang yang diambil di dalam lemari belajar untuk menghindari 

deteksi oleh senior dan pelatih, serta menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan 

berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terungkap bahwa terdakwa, 

Novyan Nathanael Siahaan, didiagnosis mengalami gangguan kejiwaan berupa 

kleptomania.  
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Kleptomania adalah kondisi gangguan jiwa (psikologis) yang ditandai dengan 

dorongan yang kuat untuk mencuri barang-barang, meskipun barang tersebut tidak 

dibutuhkan dan sering kali tidak memiliki nilai signifikan bagi pelaku. Diagnosis ini 

menjelaskan bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata-

mata karena niat jahat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi mental yang membuatnya 

sulit untuk mengendalikan dorongan untuk mencuri. Meskipun terdakwa memiliki 

kesadaran akan perbuatannya dan menyesali tindakan tersebut, kleptomania dapat 

mengganggu kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan norma sosial dan 

hukum. Dalam kasus ini, hasil pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa terdakwa 

mengalami peningkatan rasa tegang sebelum melakukan pencurian dan merasakan 

kepuasan selama dan setelah tindakan tersebut. 

Beberapa barang yang dicuri oleh terdakwa antara lain14:  

1. Handphone, Terdakwa mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 10 milik 

salah satu Taruna.  

2. Earphone, Terdakwa juga mencuri earphone bluetooth merk Apple. 

3. Ikat Pinggang, Terdakwa mengambil ikat pinggang yang tergeletak di meja 

kamar mandi. 

4. Jam Tangan, Terdakwa mencuri beberapa jam tangan, termasuk jam tangan merk 

Eiger dan Casio (G-Shock). 

5. Charger Handphone, Terdakwa mengambil charger handphone yang tidak 
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diketahui pemiliknya. 

Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 menjadi salah satu contoh 

konkret yang relevan dalam penelitian ini. Dalam kasus tersebut, terdakwa didiagnosis 

mengidap kleptomania setelah melakukan tindak pidana pencurian. Pengadilan harus 

mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti medis yang menunjukkan bahwa 

terdakwa mengalami gangguan kontrol impuls, untuk memutuskan apakah terdakwa 

dapat bertanggung jawab secara pidana. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum 

dalam konteks pelaku yang mengalami gangguan mental, serta bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku kleptomania. 

Kasus ini akan menjadi acuan dalam menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia 

memperlakukan pelaku tindak pidana dengan gangguan mental, khususnya 

kleptomania. 

Tindakan pencurian tersebut menyebabkan keresahan di kalangan Taruna 

lainnya, yang merasa dirugikan dan mencurigai satu sama lain akibat seringnya 

kehilangan barang. Hal ini mencoreng nama baik lembaga pendidikan AAL dan 

menciptakan suasana ketidakpercayaan di antara para Taruna.15 Putusan ini 

mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemahaman terhadap 

kondisi mental terdakwa, yang didiagnosis dengan kleptomania. Meskipun ada faktor-

faktor yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, dampak dari 
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perbuatannya terhadap rekan-rekannya dan reputasi lembaga pendidikan tetap menjadi 

pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman. Putusan ini memberikan gambaran 

tentang bagaimana sistem hukum pidana Indonesia menangani kasus-kasus yang 

melibatkan pelaku dengan gangguan mental, khususnya kleptomania.16  

Putusan ini perlu dikaji secara kritis mengingat terdakwa merupakan penderita 

kleptomania, suatu kondisi gangguan mental yang menyebabkan dorongan impulsif 

untuk mencuri tanpa motif ekonomi yang jelas. Merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seseorang yang melakukan perbuatan yang 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 

pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana17. Kleptomania, 

yang telah diakui dalam ilmu kedokteran jiwa sebagai gangguan mental, seharusnya 

menjadi pertimbangan fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana 

terdakwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdakwa memiliki kendala dalam 

mengendalikan dorongan untuk mencuri, yang berbeda secara substansial dengan 

pencurian yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan motif ekonomi. 

Pendekatan yang lebih tepat seharusnya mempertimbangkan penerapan pidana 

ringan yang diintegrasikan dengan program rehabilitasi medis. Hal ini sejalan dengan 

prinsip individualisasi pidana dan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan 

pemulihan pelaku, khususnya dalam kasus yang melibatkan gangguan mental. 
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Alternatif yang lebih konstruktif adalah memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk 

menjalani program rehabilitasi sambil tetap mempertahankan jabatannya dengan 

pengawasan khusus. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi 

penderita gangguan mental, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi dalam 

menangani permasalahan kesehatan mental dengan lebih humanis. Pengadilan harus 

mempertimbangkan secara seimbang antara hak-hak korban, kepentingan publik, serta 

kondisi psikologis pelaku dalam rangka mencapai keadilan yang substantive18.  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban 

pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania ? 

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan pelaku tindak 

pidana pencurian yang mengidap kleptomania ? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang sejalan dengan rumusan masalah 

yang telah diidentifikasi. 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dalam 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap 

kleptomania.  
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2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan dasar 

pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pelaku tindak 

pidana pencurian yang mengidap kleptomania.  

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian akan membahas tindak pidana pencurian dalam konteks hukum pidana 

Indonesia berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta 

menganalisis secara mendalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana terkait gangguan jiwa atau lemah akal yang dapat menghapus atau mengurangi 

pertanggungjawaban pidana.19 Penelitian juga akan mengkaji konsep kesalahan 

(schuld) dalam hukum pidana dan bagaimana kondisi kleptomania memengaruhi 

tanggung jawab pidana pelaku pencurian.20  

E. Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat penelitian yang dibedakan menjadi manfaat teoritis dan 

praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori hukum pidana, 

khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelaku dengan 
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gangguan mental, seperti kleptomania.21 Temuan penelitian dapat memberikan 

pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara hukum dan aspek gangguan jiwa 

(psikologis). Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain 

dalam studi lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kajian 

ini, diharapkan dapat muncul literatur yang lebih banyak terkait kasus serupa, sehingga 

memperluas diskursus akademis. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana 

gangguan mental dapat memengaruhi perilaku kriminal dan pertanggungjawaban 

hukum.22 Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

pentingnya mempertimbangkan kondisi mental dalam konteks hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi hakim, 

jaksa, dan pengacara dalam menangani kasus-kasus pencurian yang melibatkan pelaku 

dengan kleptomania.23 Dengan memahami pertanggungjawaban pidana dalam konteks 

ini, mereka dapat membuat keputusan yang lebih adil dan berbasis pada fakta. 

Penelitian ini dapat berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas penegak hukum 

terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Hal ini dapat membantu 
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dalam menegakkan keadilan yang lebih manusiawi, serta mengurangi stigma terhadap 

pelaku yang mengalami gangguan mental. 

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembentuk 

kebijakan hukum untuk menyusun regulasi yang lebih baik dalam penanganan kasus-

kasus dengan pelaku yang memiliki gangguan mental. Dengan demikian, kebijakan 

hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi individu yang terlibat. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat mengenai 

pentingnya memahami perilaku kriminal dalam konteks kesehatan mental. Peningkatan 

kesadaran ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan penerimaan 

terhadap individu yang mengalami gangguan mental.24 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka ini, akan diuraikan teori-teori dan konsep-konsep yang 

relevan dengan topik penelitian terkait pertanggungjawaban pidana, gangguan mental 

kleptomania, serta penerapan hukum pidana dalam kasus pelaku yang mengalami 

gangguan tersebut.25 Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan 

teoritis dan kerangka analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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1) Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 

a. Pengertian Hukum Pidana 

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan hukuman oleh negara, karena bertentangan dengan norma hukum 

yang berlaku di masyarakat.26 Menurut Simons, hukum pidana memiliki dua fungsi 

utama, yaitu fungsi represif (penindakan) dan preventif (pencegahan).27 Hukum pidana 

mencakup berbagai tindakan yang dianggap melanggar aturan sosial dan moral, salah 

satunya adalah tindak pidana pencurian. 

Hukum pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana28. Hukum pidana menentukan pula 

sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula 

yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.29 

Menurut Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana, pengertian hukum 

pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 
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barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan. 

3) Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut30. 

Hukum Pidana dapat dibagi sebagai berikut : 

1. Hukum Pidana Obyektif (ius punale) 

Hukum Pidana Obyektif (ius punale) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek 

larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi 

siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana obyektif memiliki arti yang 

sama dengan hukum pidana materiil. Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel 

Suringa. lus punale adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan 

perintah serta keharusan yang pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si 

pelanggarnya. 

Hukum Pidana Obyektif dibagi dalam: 

a. Hukum Pidana Materiil adalah Hukum pidana yang memuat : 

1) Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan 

yang dapat dipidana. 

2) Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana. 

 
30 Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.1. 



3) Ketentuan mengenai pidana. Contohnya KUHP. 

b. Hukum Pidana Formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan 

negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk 

menjatuhkan pidana. Contohnya KUHAP. 

2) Hukum Pidana Subyektif (ius puniendi) 

Hukum Pidana Subyektif (ius puniendi) adalah hak dari negara atau alat-alat 

perlengkapannya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan 

tertentu. Hukum pidana subyektif baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum 

pidana obyektif terlebih dahulu. 

3) Hukum Pidana Umum 

Hukum Pidana Umum adalah Hukum pidana yang berlaku pada setiap orang, 

hukum pidana umum secara defenitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan 

pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan 

yang merubah dan menambah KUHP. 

4) Hukum Pidana Khusus 

Hukum Pidana Khusus adalah memuat aturan-aturan yang menyimpang dari 

hukum pidana umum yang menyangkut : 

a) Golongan atau orang tertentu, Misalnya: Golongan Militer diatur dalam 

KUHPM. 

b) Berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, Misalnya: perbuatan korupsi 

diatur dalam UU Korupsi. 



b. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dikenakan 

pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Moeljatno, agar seseorang 

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus terdapat unsur kesalahan (schuld). 

Kesalahan ini terdiri atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). 

Konsep ini berakar pada asumsi bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus 

memiliki kesadaran penuh dan kemampuan untuk memahami bahwa perbuatannya 

melanggar hukum.31 

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mensyaratkan bahwa pelaku tindak 

pidana harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengontrol tindakannya. Jika 

pelaku berada dalam kondisi yang memengaruhi kesadarannya, seperti gangguan jiwa, 

maka ada kemungkinan pertanggungjawaban pidananya dapat dihapus atau dikurangi, 

seperti yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.32 

5) Tindak Pidana Pencurian 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud strafbaar  feit.  Strafbaar  

feit  merupakan  istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan  diterjemahkan ke dalam 
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bahasa  Indonesia dalam  berbagai  arti yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, 

peristiwa pidana.33 Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal 

dari bahasa Latin yakni kata “delictum”.34 Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia delik 

adalahlperbuatan yangldikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 

undang-undang tindak pidana.35  

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dikenal dengan istilah straftbaarfeit yang dalam kepustakaan hukum pidana sering 

mempergunakan istilah delik.36 Sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan 

suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa  pidana ataulperbuatan 

pidanalatau tindak pidana. Tindak pidana merupakan  suatu  istilah  yang  

mengandungl suatu  pengertian  dasar  dalam  ilmu  hukum. Sebagai  istilah yang  

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana  memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa 

yang kongkritldalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 

diberikan arti yanglbersifatlilmiah dan ditentukan denganljelasluntuk dapat 

memisahkan dengan istilahlyang dipakailsehari-hari dalamlkehidupan masyarakat. 
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l l 

Tindaklpidana atau strafbaar  feit  di  dalam  prakteknya  didefinisikan oleh  para  

ahli  dengan  pengertian yang berbeda-beda sehinggalmenjadikan perkataan tindak 

pidana mempunyai banyak arti. Van Hamel memberikan definisi  tindak pidana  sebagai  

kelakuan  manusia  yang  dirumuskan  dalaml Undang-Undang,  melawan hukum, yang 

patut dipidana dan dilakukannya dengan kesalahan. Sedangkan Vos berpendapat 

tindaklpidana yaitu kelakuan manusialyang oleh peraturan perundangl-undangan diberi 

pidana, jadi suatulkelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam oleh 

pidana.37 Hezewinkel-Suriga mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perilaku 

manusia yang padalsuatu saat tertentu telahlditolak di dalam suatu pergaulan hidup 

tertentu dianggap sebagai perilakulyang dilarang oleh hukum pidanaldengan sarana-

sarana yang bersifat memaksa di dalamnya. 

Selanjutnya menurut Pompe, Tindak pidana adalah suatulpelanggaran normalatau 

gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 

dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhanl hukuman terhadap pelaku itu 

adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum danl terjaminnya kepentingan 

umum.38 Simon mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan yangldiancam pidana, 

yang bersifatlmelawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan 

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.39 
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 Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatanl pidana” sebagai 

terjemahan dari “strafbaar feit”, beliau memberikan perumusanl (pembatasan) sebagai  

perbuatan  yang  dilarangldan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang 

melanggar larangan tersebut danlperbuatan itu haruslpulal betul-betulldirasakan 

masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau  menghambat akan terciptanya tata 

pergaulan masyarakat yangldicia-citakan oleh masyarakat itu.40 

 Korimah Emong mengatakan bahwaltindak pidana atau perbuatan pidana ialah 

suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum danl 

pembuat bersalahlmelakukan perbuatan41. Pendapat lainnya diungkapkan Indrianto 

Seno Adji yang mengatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang 

diancam pidana, perbuatannya bersifatlmelawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan 

bagi pelakunya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.42 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dipahami secara sederhana bahwa 

tindak pidana adalah sebagai setiap perbuatan yanglapabilaldilakukan, pelakunya bisa 

dihukum, dapat dikatakan kelakuan manusia yanglmelawan hukum  dan patut dipidana 

sesuai yang dirumuskanldalam Undang-Undang. Seseorang yang melakukan tindak 

pidana akan mempertanggung jawabkanlperbuatan dengan pidana jika mempunyai 

kesalahan, seseorang dianggap mempunyai kesalahan jika saat melakukanlperbuatan 
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dari segi masyarakat menunjukkan  pandangan normatif mengenai kesalahan yang 

dilakukan. Tindak pidana (delict) atau yang disebut  juga peristiwalpidana ialah suatu 

perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.43 

Suatulperistiwa hokum dapat  dinyatakan  sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi 

unsur-unsur  pidananya. 

a. Definisi dan Unsur Pencurian 

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang menyatakan bahwa.44 "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Dari ketentuan ini, unsur-unsur 

pencurian meliputi pengambilan barang, barang tersebut milik orang lain, dan 

dilakukan dengan maksud melawan hukum. 

Menurut Mulyadi, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain 

dengan maksud memiliki barang tersebut tanpa izin yang sah.45 Setiap orang yang 

melakukan pencurian, secara umum, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam beberapa 

kasus, kondisi mental pelaku dapat menjadi faktor yang memengaruhi 
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pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. 

Pencurian adalah suatu tindak pidana terhadap harta benda milik orang lain tanpa 

seizin dari orang tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.46 

Pencurian ini merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan 

masyarakat dan tak jarang kita mendengar bahwa tindak pidana pencurian ini bisa 

sampai membahayakan nyawa orang lain. Dalam hukum positif Indonesia sendiri telah 

diatur mengenai larangan mencuri tersebut, serta terdapat pula ancaman hukuman bagi 

yang melanggar.47 

Tindak pidana pencurian ini sangatlah merugikan dimana selain terdapat 

kerugian materil, terdapat juga kerugian immaterial seperti ketakutan dan berdampak 

pada psikisnya. Selain berdampak terhadap korban, pelaku tindak pidana pencurian pun 

dapat mengalami beberapa dampak akibat perbuatannya, yaitu48: 

1. Mengalami kegelisahan batin, pelaku pencurian akan merasakan perasaan 

bersalah dan takut perbuatannya terbongkar. 

2. Mendapat hukuman apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan 

hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. 

3. Mencemarkan nama baik, nama baik pelaku tindak pidana pencurian akan 

tecemar di mata masyarakat. 
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4. Merusak keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. 

b. Kleptomania dalam Tindak Pidana Pencurian 

Kleptomania adalah gangguan mental yang ditandai oleh dorongan tak terkendali 

untuk mencuri barang, yang umumnya tidak memiliki nilai materiil bagi pelaku.49 

Menurut American Psychiatric Association (APA) dalam Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-5), kleptomania adalah gangguan kontrol impuls 

yang menyebabkan seseorang berulang kali mencuri barang-barang yang sebenarnya 

tidak dibutuhkan.50 

Husni Thamrin menyatakan bahwa kleptomania merupakan kondisi yang dapat 

mengganggu kemampuan pelaku untuk mengontrol tindakannya dan memahami 

sepenuhnya konsekuensi dari tindakan pencuriannya.51 Oleh karena itu, pelaku yang 

didiagnosis menderita kleptomania mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana secara penuh, karena penyakit mental ini memengaruhi kesadaran dan niat 

pelaku dalam melakukan pencurian. 

Kleptomania berasal dari bahasa Yunani, klepto=mencuri dan mania=kegilaan.52 

Kleptomania menurut istilah adalah penyakit jiwa yang dimana penderitanya tidak 

dapat menahan diri untuk mengambil barang atau mencuri. Sedangkan menurut bahasa 
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Kleptomania berasal dari kata Kleptiein yang berarti mencuri.53 James Drever 

mengatakan bahwa kleptomania merupakan gerak hati untuk mencuri tidak jarang 

terlihat mencuri barang-barang yang diinginkan oleh si pelaku.54 

Kleptomania adalah suatu kondisi mental, dimana orang dengan kondisi tersebut 

tidak mampu menahan dorongan untuk mengambil suatu benda tanpa izin.55 Benda 

yang diambil biasanya tidak dibutuhkan dan nilainya tidak tinggi. Kleptomania 

merupakan gangguan jiwa cukup jarang ditemukan, tetapi dapat digolongkan sebagai 

sesuatu yang serius. Kondisi kejiwaan tersebut dapat menyebabkan gangguan 

emosional yang berlanjut dan juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi orang-orang 

di sekitarnya. Kleptomania termasuk gangguan pengendalian impuls yang ditandai 

dengan adanya kelainan terkait dengan kendali diri secara emosional atau perilaku. 

Seseorang dengan gangguan pengendalian impuls mempunyai kesulitan untuk 

menahan godaan atau dorongan dalam melakukan hal yang berlebihan atau berbahaya 

bagi dirinya sendiri maupun orang lain.56 

Kleptomania umumnya terbentuk di masa remaja, namun ada juga yang muncul 

setelah dewasa.57 Para penderita kleptomania sering melakukan aksinya di tempat 
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umum, seperti warung atau toko, namun sebagian ada juga yang mengutil di rumah 

teman. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita 

kleptomania, yaitu riwayat keluarga dan penyakit mental serta jenis kelamin. 

Kleptomania lebih rentan terjadi pada seseorang dari keluarga yang menderita 

gangguan kondisi tersebut, pecandu alkohol atau pengguna narkoba. Penderita 

kleptomania umumnya mengalami gangguan mental lain seperti gangguan bipolar, 

kecemasan atau kepribadian dan dua dari tiga penderita kleptomania adalah wanita. 

Keberadaan kleptomania dalam konteks hukum pidana menimbulkan dilema etis 

dan yuridis yang kompleks.58 Di satu sisi, sistem peradilan pidana didasarkan pada 

prinsip pertanggungjawaban individu atas tindakannya. Di sisi lain, gangguan mental 

seperti kleptomania dapat mempengaruhi kapasitas seseorang untuk mengendalikan 

perilakunya atau memahami konsekuensi dari tindakannya. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum harus memperlakukan pelaku 

pencurian yang menderita kleptomania. Alasan dibalik hal tersebut yang dilakukjan 

seorang pengidap kleptomania diantaranya59: 

1. Adanya kegagalan yang berulang dalam menahan hasrat untuk mencuri objek 

yang tidak dibutuhkan untuk keperluan pribadi atau untuk mencuri objek karena 

nilai ekonominya. 
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2. Adanya dorongan yang meningkat sesaat sebelum melakukan tindakan 

pencurian. 

3. Adanya perasaan senang, terpenuhi, puas sesaat setelah melakukan tindakan 

mencuri. 

4. Tindakan mencuri tidak dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas 

dendam, dan bukan sebagai respon terhadap delusi atau halusinasi. 

5. Tindakan mencuri tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan 

conduct disorder, manic episode, atau antisocial personality disorder. 

Dokter dalam mendiagnosis kleptomania akan melakukan tanya jawab terkait 

dorongan yang dirasakan pasien dan bagaimana perasaan pasien sebelum, saat dan 

setelah mencuri. Dokter juga akan membuat daftar situasi yang dapat memicu dorongan 

kleptomania. Kesimpulan selanjutnya akan dibuat berdasarkan keterangan yang 

disampaikan langsung oleh pasien atau melalui kuisioner. Dokter juga akan melakukan 

pemeriksaan fisik untuk memastikan apakah ada penyakit medis yang mendasari 

munculnya gejala pada pasien.60 

Hukum pidana mengkualifikasikan pertanggungjawaban pidana ke dalam: 

mampu bertanggungjawab, tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian, dan 

kurang mampu bertanggungjawab.61 Gangguan kejiwaan curi patologis (kleptomania) 

dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam klasifikasi tidak mampu bertanggungjawab 
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untuk sebagian. Artinya, untuk tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan 

kejiwaannya orang dengan kleptomania tidak dapat bertanggungjawab. Akan tetapi 

untuk perbuatan lain diluar penyakit kejiwaan (mencuri) yang ia derita, ia mampu 

bertanggungjawab penuh. Seorang dengan kleptomania memiliki ciri penting, yaitu 

kegagalan rekuen untuk menahan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak 

diperlukan, untuk pemakaian pribadi, atau yang memiliki arti ekonomi.62 

Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang bisa menderita 

penyakit kleptomania, bisa saja dari riwayat keluarga (contohnya jika dari keluarganya 

sendiri ada yang menderita kleptomania, keluarga yang pencandu alkohol ataupun 

pengguna narkotika), Riwayat penyakit mental (contohnya jika seseorang yang 

memiliki penyakit mental seperti gangguan kecemasan, gangguan kepribadian ataupun 

gangguan bipolar), ataupun jenis kelamin dimana penderita kleptomania itu banyak 

diderita oleh perempuan. Penderita kleptomania sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan 

adalah salah, namun untuk menahan hasrat untuk melakukan perbuatan mencuri itu sulit 

untuk ia bendung. Sehingga memungkinkan penderita kleptomania walaupun merasa 

lega dan senang setelah melakukan tindakannya akan timbul rasa malu, dan bersalah. 

Sehingga memicu timbulnya berbagai masalah pada penderita kleptomania seperti 

masalah pekerjaan, keluarga dan masalah hukum. 
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6) Kondisi Mental sebagai Alasan Penghapus Kesalahan 

Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang berada 

dalam keadaan terganggu jiwanya atau lemah akal, yang membuatnya tidak mampu 

bertanggung jawab atas tindakannya, dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban 

pidana. Dalam hal ini, keadaan mental pelaku menjadi faktor yang menghapus 

kesalahan (schulduitsluitingsgrond).63 Menurut Andi Hamzah, kondisi mental yang 

memengaruhi pelaku dapat menjadi alasan untuk tidak dikenakan pidana jika terbukti 

bahwa pelaku tidak memiliki kapasitas untuk memahami tindakannya.64 Namun, 

penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidaklah mudah, karena 

memerlukan pembuktian medis yang kuat melalui keterangan ahli kejiwaan, yang 

kemudian harus dinilai oleh hakim dalam proses persidangan. 

7) Teori Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Tindak Pidana 

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus 

mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan suatu perkara. Menurut 

Sudikno Mertokusumo, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam 

konteks kasus kleptomania, hakim harus mempertimbangkan aspek kesehatan mental 

terdakwa dan bukti-bukti medis yang diajukan.65 
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Hakim juga menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada undang-

undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yurisprudensi.66 

Keputusan hakim dalam kasus kleptomania perlu mempertimbangkan bukti gangguan 

mental dan sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi pertanggungjawaban pidana 

terdakwa. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa tidak 

bertanggung jawab secara pidana jika terbukti tidak memiliki kapasitas mental yang 

cukup untuk memahami tindakannya. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penulis menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk 

mengembangkan penelitiannya sendiri, dengan memanfaatkan teori-teori yang telah 

ada guna memperdalam pemahaman serta analisis terhadap topik yang dikaji. Dengan 

merujuk pada karya-karya terdahulu, penulis dapat menggali topik lebih dalam 

sekaligus memberikan kontribusi pada pengetahuan yang sudah ada di bidang tersebut. 

Penelitian-penelitian sebelumnya ini dijadikan referensi untuk kajian, sehingga penulis 

merujuk pada beberapa penelitian sebagai berikut: 

1) Penelitian terdahulu oleh Gabriel Rafael Putera Mumu, Friend H. Anis, dan 

Christine S. Tooy berfokus pada pertanggungjawaban pidana bagi penderita 

kleptomania yang melakukan pencurian.67 Dengan metode yuridis normatif, 
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penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian melibatkan unsur 

tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, yang 

diatur dalam Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pertanggungjawaban pidana bagi penderita kleptomania ditentukan oleh hakim 

setelah mendapatkan pendapat dari psikiater. Penderita kleptomania tidak dapat 

dipidana bukan karena perbuatannya tidak termasuk tindak pidana, tetapi 

karena gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan untuk bertanggung 

jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana.  

Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian 

tersebut hanya membahas aspek teoritis tanpa menkaji putusan pengadilan 

spesifik sebagai studi kasus. Sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan 

konkret Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan 107-

K/PM.III-12/AL/VIII/2022. 

2) Penelitian terdahulu yang berfokus pada tanggung jawab pidana pelaku tindak 

pidana pencurian berdasarkan Putusan Perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim 

menjelaskan bahwa pelaku kejahatan adalah seseorang yang dengan sengaja 

melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pencurian, yang merupakan 

kejahatan umum dalam kehidupan sosial, merugikan banyak orang karena 

menyebabkan kehilangan harta benda. Tanggung jawab atas pencurian 
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didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 362, 

di mana pelaku harus bertanggung jawab jika tindakannya memenuhi unsur-

unsur yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Meskipun objek yang dicuri 

bernilai kecil, seperti getah rambung dalam kasus ini, pelaku tetap dapat 

dipidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang 

menekankan bahwa hukuman pidana atas pencurian tetap berlaku, bahkan 

ketika barang yang dicuri memiliki nilai rendah. Dalam hal ini, meskipun nilai 

barang yang dicuri kecil, penegak hukum tetap memidanakan pelaku sesuai 

dengan Undang-Undang Perkebunan, karena tindakannya melanggar hukum 

dengan mencuri hasil perkebunan milik perusahaan asing di Indonesia, 

penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian dengan barang bernilai kecil tetap 

dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. 

Perbedaan yang sedang peneliti lakukan ialah Penelitian ini secara 

khusus mengkaji pertanggungjawaban terkait kondisi psikiatris pada pelaku 

tindak pidana pencurian, sedangkan dari penelitian yang sebagai referensi 

tersebut berfokus pada pertanggungjawaban konvensional tanpa melibatkan 

aspek gangguan kejiwaan seperti kleptomania. 

3) Penelitian sebelumnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencurian 

yang dilakukan oleh penderita kleptomania, yang ditulis oleh Komang Sutriani, 

Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, membahas tentang 

kondisi kleptomania, yaitu sebuah gangguan psikologis di mana individu tidak 



mampu mengendalikan dorongan untuk mengambil barang.68 Kleptomania 

bukan hanya bentuk gangguan akal sehat, tetapi merupakan gangguan 

psikologis yang lebih kompleks. Penelitian tersebut menyajikan analisis 

normative umum tentang kleptomania tanva mengevaluasi putusan pidana 

tertentu. 

Sedangkan berbeda dengan peneliatan yang dilakukan ini memberikan 

analisis mendalam tentang penerapan praktis Pasal 44 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dalam kasus kleptomania melalui studi putusan militer yang 

spesifik. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum mengenai tindak 

pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania serta bagaimana 

pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus seperti ini. Dengan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini memanfaatkan 

pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dengan teknik pengumpulan 

data melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi 

sumber hukum primer dan sekunder, dan teknik analisis yang diterapkan adalah 

teknik deskriptif.  

4) Penelitian sebelumnya oleh I Putu Yoga Ari Permana dan Anak Agung Ngurah 

Wirasila membahas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 

pelaku yang mengidap kleptomania.69 Pencurian merupakan tindak pidana 
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yang meresahkan masyarakat, dan kasus-kasus pencurian, terutama pencurian 

kendaraan bermotor, mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Bekasi 

pada tahun 2017 dan 2018. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan apakah 

pelaku pencurian yang mengidap kleptomania dapat dijatuhi hukuman 

mengingat perbuatan yang dilakukannya tetap melanggar hukum. Dengan 

menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini menelaah peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pencurian. 

Penelitian tersebut berfokus pada konstruksi teoritis alas an pemaaf untuk 

kleptomania secara umum. 

Sedangan perbedaan dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu 

penelitian ini menganalisis bagaimana pengadilan militer menerapkan dan 

menginterprestasikan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam 

konteks kasus nyata penderita kleptomania. 

5) Penelitian oleh Nasha Rawza Alya, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra 

Putra membahas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang 

mengidap kleptomania, sebuah gangguan kejiwaan. Kejahatan dianggap 

sebagai perilaku menyimpang yang dapat mengancam keteraturan sosial, 

termasuk tindakan pencurian yang sering terjadi di masyarakat.70 Berdasarkan 

 
Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania’, Kertha Wicara, Vol.8, No.5, Tahun 2019, 

hlm.1–14 <https://scholar.google.com/scholar?cluster=8265557904636887771&hl= 

en&as_sdt=2005&sciodt=2007>. 
70

 Nasha Rawza Alya, et al., ‘Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang 

Mengidap Penyakit Kejiwaan Kleptomania’, JLEB, Journal of Law, Education and Business, Vol.2, 

No.1, Tahun 2024, hlm. 48–52 <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1532>. 



laporan Kepolisian Republik Indonesia, kasus kejahatan pada periode Januari-

April 2023 mengalami peningkatan sebesar 30,7% dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode 

hukum normatif-empiris yang menganalisis peraturan perundang-undangan 

dan kasus untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian tersebut 

menganalisis gangguan kejiwaan dalam konteks peradilan umum dan berfokus 

pada berbagai jenis gangguan mental pada pelaku pencurian tanpa spesifikasi 

pada kleptomania. 

Sedangkan perbedaan yang sedang peneliti kaji ialah penilitian ini 

secara khusus mengkaji penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana terhadap penderita kleptomania dalam lingkup peradilan militer. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kasus 

tindak pidana pencurian yang melibatkan penderita kleptomania memerlukan 

pendekatan yang berbeda dalam hal pertanggungjawaban pidana.71 Meskipun 

tindakan pencurian secara umum merupakan pelanggaran hukum yang jelas, 

dalam kasus kleptomania, gangguan kejiwaan pelaku dapat menjadi faktor yang 

meringankan atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidananya. Hukum 

memberikan ruang melalui Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di 

mana penderita gangguan jiwa seperti kleptomania tidak dapat dipidana jika 

terbukti bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. 
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Namun, hal ini tetap memerlukan penilaian medis dan keputusan hakim yang 

hati-hati untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini 

yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk memahami hukum.72 Dalam 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan yang dimana 

menelaah melalui aturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

menjadi pedoman didalam penelitian. Metode ini digunakan untuk memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan hukuman yang tidak sesuai dengan ketentuannya.73 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini adalah penilitan deskriptif, artinya  penelitian yang 

menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan atau 

melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam 

bidang tertentu secara factual dan cermat.74 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dimana bahan hukum 

primer merupakan bahan yang berkekuatan hukum yang berhubungan dengan objek 

dalam suatu penelitian.75 Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan 

hukum primer yang bersumber dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) dan Putusan Putusan Nomor 

107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 serta berbagai peraturan hukum yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel dan jurnal 

mengenai penelitian ini 76. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah pelengkap yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
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4. Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang dengan salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 

oleh orang lain tentang subjek tersebut. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis ini adalah suatu proses yang membuat perbandingan, persamaan dan 

pembedaan atas data telah siap untuk dipelajari dan membuat model data 

denganmaksud menemukan informasi yang bermanfaat. Analisis yang digunakan 

adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan 

cenderung menggunakan analisis dan lebih menunjukan makna dari penelitian. 


